
GUBERNUR DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA 

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS 

IBUKOTA JAKARTA 

NOMOR   101  TAHUN  2020 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 79 TAHUN 2020 TENTANG 
PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN 

SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN  

CORONA VIRUS DISEASE 2019 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, 

Menimbang : a. bahwa sebagai upaya meningkatkan pelaksanaan protokol 
kesehatan pada tempat dan fasilitas umum, serta memperluas 
penyelidikan epidemiologi apabila ditemukan kasus 
terkonfirmasi Corona Virus Disease 2019, Peraturan Gubernur 
Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan 
Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya 
Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 perlu 
diubah; 

b. bahwa berdasarkan  pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2020
tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol
Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona
Virus Disease 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit 
Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1984 Nomor 3723); 

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara
Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4744);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang
Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);

6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan
Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 170);

7. Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penerapan
Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Protokol
Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona
Virus Disease 2019 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 72023);

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
GUBERNUR NOMOR 79 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN 
DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN 
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA 
VIRUS DISEASE 2019. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 
2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol 
Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona 
Virus Disease 2019 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota 
Jakarta Tahun 2020 Nomor 72023) diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan ayat (1), ayat (4) dan ayat (8) Pasal 8 diubah,
sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8 

(1) Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung
jawab perkantoran, tempat kerja, tempat usaha, tempat

industri, perhotelan/penginapan lain yang sejenis dan
tempat wisata, dalam menyelenggarakan aktivitas bekerja

wajib melaksanakan perlindungan kesehatan masyarakat,
yang meliputi:
a. membentuk Tim Penanganan Covid-19 di perkantoran,

tempat kerja, tempat usaha, tempat industri,
perhotelan/penginapan lain yang sejenis atau tempat
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wisata, yang terdiri dari: 

1. pimpinan;
2. bagian kepegawaian;
3. bagian kesehatan dan keselamatan kerja; dan

4. petugas kesehatan,
dengan Surat Keputusan dari pimpinan perkantoran,

tempat kerja, tempat usaha, tempat industri,
perhotelan/penginapan lain yang sejenis atau tempat
wisata;

b. memantau, memperbaharui perkembangan informasi
tentang Covid-19 di perkantoran, tempat kerja, tempat

usaha, tempat industri, perhotelan/penginapan lain yang
sejenis atau tempat wisata, dan melaporkan secara
tertulis kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui

Tim Penanganan Covid-19 sebagaimana dimaksud pada
huruf a;

c. menerapkan batasan kapasitas jumlah orang yang berada

dalam tempat kerja dalam satu waktu bersamaan;
d. mewajibkan pekerja menggunakan masker;

e. memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis
dengan melakukan pembersihan secara berkala
menggunakan pembersih dan disinfektan;

f. menerapkan pemeriksaan suhu tubuh sebelum masuk
tempat kerja;

g. menyediakan hand sanitizer;
h. menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan

sabun;

i. tidak memberhentikan pekerja dalam kondisi yang
bersangkutan melakukan Isolasi;

j. memastikan pekerja yang masuk kerja dalam kondisi

tidak terjangkit Covid-19;
k. melakukan pembatasan interaksi fisik dengan rentang

jarak paling sedikit 1 (satu) meter antar orang pada setiap
aktivitas kerja;

l. menghindari aktivitas kerja/kegiatan yang dapat 

menciptakan kerumunan orang; 
m. melakukan pemantauan kesehatan pekerja secara

proaktif;
n. melaksanakan protokol pencegahan Covid-19;
o. memberikan sanksi kepada pekerja yang tidak 

melaksanakan protokol pencegahan Covid-19; dan
p. membuat dan mengumumkan pakta integritas dan

protokol pencegahan Covid-19.
q. melakukan pendataan pengunjung di tempat kerja guna

kebutuhan penyelidikan epidemiologi apabila ditemukan
kasus terkonfirmasi Covid-19 di tempat kerja ; dan

r. melakukan penghentian sementara aktivitas di tempat
kerja/tempat kegiatan/kompleks perkantoran selama
proses pembersihan dan disinfeksi paling sedikit 3 x 24
(tiga kali dua puluh empat) jam dengan menyesuaikan
kapasitas ruang dan jangkauan Kontak Erat;

s. memberikan pelindungan kesehatan kepada pekerja yang
terpapar Covid-19 sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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(2) Tim Penanganan Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf a dapat dilaksanakan oleh Panitia Pembina 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada perkantoran, tempat 
kerja, tempat usaha, tempat industri, 

perhotelan/penginapan lain yang sejenis atau tempat wisata. 
 

(3) Kewajiban melaksanakan perlindungan kesehatan 
masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi 
pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung 

jawab perkantoran, tempat kerja, tempat usaha, tempat 
industri, perhotelan/penginapan lain yang sejenis dan 

tempat wisata merupakan bagian dari tanggung jawab yang 
harus dipenuhi dalam penyelenggaraan keselamatan dan 
kesehatan kerja. 
 

(4) Pengawasan terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan oleh: 

 

a. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi pada 
perkantoran swasta dan tempat kerja; 

b. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada 
perhotelan/penginapan lainnya yang sejenis, tempat 
wisata dan tempat usaha sesuai lingkup kewenangannya; 

dan 
c. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil 

dan Menengah pada tempat industri dan tempat usaha 

sesuai lingkup kewenangannya, 
 

dengan pendampingan dari unsur Perangkat Daerah terkait, 

unsur Kepolisian dan/atau TNI. 
 

(5) Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung 

jawab perkantoran, tempat kerja, tempat usaha, tempat 

industri, perhotelan/penginapan lain yang sejenis atau 
tempat wisata, yang tidak melaksanakan kewajiban 

perlindungan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa 
penutupan sementara paling lama 3 x 24 (tiga kali dua 

puluh empat) jam. 
 

(6) Bagi setiap pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau 
penanggung jawab perkantoran, tempat kerja, tempat usaha, 

tempat industri, perhotelan/penginapan lain yang sejenis 
atau tempat wisata, yang mengulangi pelanggaran tidak 
melaksanakan kewajiban perlindungan kesehatan 

masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
dikenakan sanksi denda administratif dengan ketentuan 

sebagai berikut: 
 

a. pelanggaran berulang 1 (satu) kali dikenakan denda 

administratif sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta 
rupiah). 

b. pelanggaran berulang 2 (dua) kali dikenakan denda 

administratif sebesar Rp100.000.000 (seratus juta 
rupiah). 
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c. pelanggaran berulang 3 (tiga) kali dan berikutnya 

dikenakan denda administratif sebesar Rp150.000.000 
(seratus lima puluh juta rupiah). 

 

(7) Apabila setiap pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau 
penanggung jawab perkantoran, tempat kerja, tempat usaha, 

tempat industri, perhotelan/penginapan lain yang sejenis 
atau tempat wisata, yang tidak memenuhi kewajiban 
pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud 

pada ayat (6) dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja, 
dilakukan penutupan sementara sampai dilaksanakan 
pemenuhan pembayaran denda administratif. 

 
(8) Pengenaan sanksi administratif berupa penutupan 

sementara dan denda administratif sebagaimana dimaksud 
pada ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) dilaksanakan oleh: 

 

a. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi untuk 

tempat kerja;  
b. Satpol PP untuk perkantoran, tempat usaha dan tempat 

industri; dan 
c. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk 

perhotelan/penginapan lain yang sejenis atau tempat 

wisata. 
 

dengan pendampingan dari Perangkat Daerah terkait, unsur 
Kepolisian, dan/atau TNI. 

 

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol pencegahan Covid-
19 di perkantoran, tempat kerja, tempat usaha, tempat 

industri, perhotelan/penginapan lain yang sejenis dan 
tempat wisata ditetapkan dengan keputusan kepala 
Perangkat Daerah sesuai dengan sektor kegiatan 

perkantoran, tempat kerja, tempat usaha, tempat industri, 
perhotelan/penginapan lain yang sejenis atau tempat wisata, 
yang ada dalam lingkup tugasnya yang terdiri dari: 

a. Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, 
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; 

b. Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; 
dan 

c. Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan 

Energi. 
 

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi 
sebagai berikut: 
 

Pasal 9 
 

(1) Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab sekolah 

dan institusi pendidikan lainnya dalam menyelenggarakan 
aktivitas kegiatan belajar mengajar wajib melaksanakan 

perlindungan kesehatan masyarakat, yang meliputi: 
a. menerapkan protokol kesehatan di lingkungan sekolah 

atau institusi pendidikan lainnya; 

b. mewajibkan peserta didik dan tenaga kependidikan 

menggunakan masker; 
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c. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi peserta didik 

dan tenaga kependidikan; 

d. mewajibkan peserta didik dan tenaga kependidikan untuk 

mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun sebelum 

dan sesudah beraktivitas; 

e. melakukan pembatasan interaksi fisik dengan rentang 

jarak paling sedikit 1 (satu) meter antar peserta didik atau 

tenaga kependidikan; 

f. membersihkan area sekolah atau institusi pendidikan 

lainnya, dan lingkungan sekitar; 

g. melakukan disinfeksi pada lantai, dinding dan permukaan 

benda/barang di lingkungan sekolah atau institusi 

pendidikan lainnya secara berkala; 

h. memberikan sanksi kepada peserta didik dan tenaga 

kependidikan yang tidak melaksanakan protokol 

pencegahan Covid-19; 

i. melarang peserta didik yang melakukan aktivitas 

berkumpul yang berpotensi melanggar protokol Covid-19;  

j. mengimbau orang tua untuk melarang anaknya selaku 

peserta didik melakukan aktivitas berkumpul yang 

berpotensi melanggar protokol Covid-19; dan 

k. membuat dan mengumumkan pakta integritas dan 

protokol pencegahan Covid-19. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol pencegahan Covid-
19 di sekolah dan institusi pendidikan lainnya sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan 
Kepala Dinas Pendidikan. 

 
(3) Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab sekolah 

dan institusi pendidikan lainnya yang tidak melaksanakan 

kewajiban perlindungan kesehatan masyarakat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif 

berupa teguran tertulis. 
 

(4) Pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh 
Dinas Pendidikan dan dapat didampingi oleh Perangkat 
Daerah terkait. 

 
3. Ketentuan ayat (1) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi 

sebagai berikut: 
Pasal 10 

 
(1) Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat 

ibadah dalam menyelenggarakan aktivitas kegiatan 
keagamaan wajib melaksanakan perlindungan kesehatan 
masyarakat, yang meliputi: 
a. membatasi jumlah pengguna tempat ibadah paling 

banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas tempat 
ibadah; 

b. menerapkan protokol kesehatan di lingkungan tempat 
ibadah; 
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c. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh 
pengguna tempat ibadah; 

d. memberitahukan setiap pengguna tempat ibadah untuk 
membawa sendiri perlengkapan ibadah; 

e. melakukan pembatasan interaksi fisik dengan rentang 
jarak paling sedikit 1 (satu) meter antar pengguna tempat 
ibadah; 

f. membersihkan tempat ibadah dan lingkungan sekitar; 
g. melakukan disinfeksi pada lantai, dinding, dan perangkat 

bangunan tempat ibadah sebelum dan setelah kegiatan 
ibadah;  

h. khusus untuk tempat ibadah raya harus melaksanakan 
pencatatan pengunjung, baik buku tamu atau dengan 
sistem teknologi; dan 

i. mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh organisasi 
keagamaan. 
 

(2) Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat 
ibadah yang tidak melaksanakan kewajiban perlindungan 
kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis. 
 

(3) Pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh 
Walikota/Bupati Administrasi dan dapat didampingi oleh 
Perangkat Daerah terkait. 

 

4. Ketentuan ayat (1) Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi 
sebagai berikut: 

 

Pasal 12 
 

(1) Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung 
jawab warung makan, rumah makan, kafe, atau restoran 
dalam menyelenggarakan kegiatan makan di tempat 
melaksanakan perlindungan kesehatan masyarakat, yang 
meliputi: 
a. melaksanakan protokol pencegahan Covid-19; 
b. membatasi jumlah pengunjung paling banyak 50% (lima 

puluh persen) dari kapasitas warung makan, rumah 
makan, kafe, atau restoran; 

c. mewajibkan pengunjung menggunakan masker, kecuali 
saat makan dan minum; 

d. menerapkan pemeriksaan suhu tubuh; 
e. melakukan pembatasan interaksi fisik dengan rentang 

jarak paling sedikit 1 (satu) meter antar pengunjung; 
f. menyediakan hand sanitizer: 
g. tidak menggunakan alat makan atau alat minum yang 

mengharuskan pengunjung berbagi alat dalam 
mengkonsumsinya, antara lain shisha dan menu 
sejenisnya;  

h. mewajibkan memasang informasi jumlah kapasitas 
pengunjung;  

i. melakukan pendataan pengunjung di warung makan, 
rumah makan, cafe, atau restoran guna kebutuhan 
penyelidikan epidemiologi apabila ditemukan kasus 
terkonfirmasi Covid-19; dan 

j. membuat dan mengumumkan pakta integritas dan 
protokol pencegahan Covid-19. 
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(2) Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung 
jawab warung makan, rumah makan, kafe, atau restoran 

yang tidak melaksanakan kewajiban perlindungan 
kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dikenakan sanksi administratif berupa penutupan 
sementara warung makan, rumah makan, kafe, atau 
restoran paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam. 

 
(3) Penutupan sementara warung makan, rumah makan, kafe, 

atau restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) jam sejak 
ditemukannya pelanggaran kewajiban melaksanakan 

perlindungan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1). 
 

(4) Bagi setiap pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau 

penanggung jawab warung makan, rumah makan, kafe, atau 
restoran yang mengulangi pelanggaran tidak melaksanakan 

kewajiban perlindungan kesehatan masyarakat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi denda 
administratif dengan ketentuan sebagai berikut: 

 

a. pelanggaran berulang 1 (satu) kali dikenakan denda 

administratif sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta 
rupiah); 

b. pelanggaran berulang 2 (dua) kali dikenakan denda 

administratif sebesar Rp100.000.000 (seratus juta 
rupiah); dan 

c. pelanggaran berulang 3 (tiga) kali dan berikutnya 
dikenakan denda administratif sebesar Rp150.000.000 
(seratus lima puluh juta rupiah). 

 
 

(5) Apabila setiap pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau 

penanggung jawab warung makan, rumah makan, kafe, atau 
restoran, yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran 

denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari, dilakukan 
penutupan sementara sampai dilaksanakan pemenuhan 

pembayaran denda administratif. 
 

(6) Apabila setiap pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau 
penanggung jawab warung makan, rumah makan, kafe, atau 
restoran, yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran 

denda administratif setelah dilakukan penutupan sementara 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam waktu paling 
lama 7 (tujuh) hari, dilakukan pencabutan izin usaha. 

 

(7) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) 
dilaksanakan oleh Satpol PP dan dapat didampingi oleh 

unsur Kepolisian dan/atau TNI. 
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5. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 17 diubah, dan 
ditambahkan 4 (empat) ayat, yakni ayat (3), ayat (4), ayat (5), 
dan ayat (6), sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 17 
 

(1) Dalam hal ditemukan adanya pekerja dan/atau Individu di 
tempat kerja/tempat kegiatan/wilayah tertentu yang 
menjadi Kontak Erat, Suspek, Probable, Konfirmasi atau 
Pelaku Perjalanan, maka pimpinan/penanggung jawab 
tempat kerja/tempat kegiatan baik milik pemerintah 
maupun swasta/Satuan Tugas Penanganan Covid-19 
tingkat Rukun Warga wajib: 

 

a. melaporkan data kasus dan berkoordinasi dengan pusat 
kesehatan masyarakat atau Dinas Kesehatan; 

 

b. melakukan penghentian sementara aktivitas di tempat 
kerja/tempat kegiatan/kompleks perkantoran selama 
proses pembersihan dan disinfeksi paling sedikit 3 x 24 
(tiga kali dua puluh empat) jam dengan menyesuaikan 
kapasitas ruang dan jangkauan Kontak Erat; 

c. melakukan pembersihan semua area pada permukaan 
yang sering disentuh pekerja dengan cairan 
pembersih/cairan disinfektan; 

d. melakukan disinfeksi pada area fasilitas dan peralatan 
yang terkontaminasi pekerja sakit; 

e. mengatur sirkulasi udara di dalam tempat yang 
terkontaminasi pasien terkonfirmasi; dan 

f. memfasilitasi skrining kesehatan dan Isolasi terkendali 
terhadap pekerja dan/atau anggota masyarakat yang 
pernah melakukan kontak fisik dengan individu yang 
terpapar Covid-19. 

(2) Pekerja dan/atau masyarakat di tempat kerja/tempat 
kegiatan/wilayah tertentu yang memenuhi kriteria Kontak 
Erat atau Suspek, berdasarkan penyelidikan epidemiologi, 
atau yang mengikuti tes yang dilaksanakan oleh Pemerintah 
Provinsi DKI Jakarta, dilakukan pengambilan 
spesimen/swab untuk pemeriksaan Reverse Transcriptase 
Polymerase Chain Reaction (RT-PCR), Tes Cepat Molekuler 
(TCM) atau Rapid Test Antigen sesuai dengan standar World 
Health Organization oleh petugas kesehatan yang 
terlatih/kompeten pada tempat tertentu yang ditentukan 
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, rumah sakit, fasilitas 
kesehatan, atau tempat lain yang dapat melaksanakan 
pemeriksaan, dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. dalam hal hasil Reverse Transcriptase Polymerase Chain 
Reaction (RT-PCR) positif/Tes Cepat Molekuler (TCM) 
Positif/ Rapid Test Antigen reaktif, namun tidak 
menunjukkan gejala demam atau batuk/pilek/nyeri 
tenggorokan/memiliki gejala ringan yang tidak 
membutuhkan perawatan medis, maka wajib dilakukan 
Isolasi terkendali pada lokasi yang ditetapkan oleh Ketua 
Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi DKI Jakarta;  
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b. dalam hal hasil Reverse Transcriptase Polymerase Chain 
Reaction (RT-PCR) positif/Tes Cepat Molekuler (TCM) 
positif/ Rapid Test Antigen reaktif dan membutuhkan 
perawatan medis, maka dilakukan perawatan di rumah 
sakit rujukan; dan 

c. dilakukan penyelidikan epidemiologi untuk menemukan 
Kontak Erat. 

(3) Rumah sakit, fasilitas kesehatan, atau tempat lain yang 
dapat melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), wajib menyampaikan hasil pemeriksaan 
Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) 
positif /Tes Cepat Molekuler (TCM) positif / Rapid Test 
Antigen reaktif kepada Dinas Kesehatan. 

 

(4) Lokasi isolasi terkendali sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) huruf a, antara lain: 

a. fasilitas isolasi mandiri kemayoran; dan 

b. hotel, penginapan, atau wisma. 

(5) Penentuan lokasi isolasi terkendali sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kepala 
Satuan Tugas Penangan Covid-19 Provinsi DKI Jakarta. 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar operasional 
prosedur pengelolaan lokasi isolasi terkendali ditetapkan 
dengan Keputusan Kepala Satuan Tugas Penanganan  
Covid-19 Provinsi DKI Jakarta. 

 

 

5. Di antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni 
Pasal 17A, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

 
Pasal 17A 

 

(1) Setiap orang yang melanggar kewajiban isolasi terkendali 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a 
dilakukan penindakan berupa penjemputan paksa untuk 

ditempatkan pada lokasi isolasi terkendali. 

 

(2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan oleh Satpol PP didampingi oleh Dinas 
Kesehatan dan unsur Kepolisian dan/atau TNI. 

 

(3) Setiap melakukan penindakan atas pelanggaran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP mendata 
nama, alamat dan nomor induk kependudukan, pelanggar 

untuk dimasukan ke basis data/sistem informasi. 
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Pasal II 
 
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita 
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 
 
 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal   9 Oktober 2020 

 

GUBERNUR DAERAH KHUSUS 

IBUKOTA JAKARTA, 

 

ttd 

 

ANIES BASWEDAN 

 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal   9 Oktober 2020 

 

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS 

IBUKOTA JAKARTA, 

 

ttd 

 

SRI HARYATI 

 

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 

      TAHUN   2020   NOMOR   72031 
 

               Salinan sesuai dengan aslinya 
            KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH 
          PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
                                  YAYAN YUHANAH 

                  NIP196508241994032003 
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